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ABSTRAK
Society 5.0 menghadirkan peluang besar untuk mengatasi berbagai tantangan termasuk dalam sistem
peradilan, khususnya terkait pembuktian perceraian secara elektronik di Pengadilan Agama. Blockchain
merupakan bagian dari teknologi 5.0 yang menawarkan transparansi dan keamanan tinggi dalam
mengelola data, termasuk bukti perceraian seperti akta nikah, bukti nafkah, dan lainnya. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis penggunaan Blockchain untuk meningkatkan transparansi dan keamaan data
pada pembuktian perceraian di Pengadilan Agama serta mengidentifikasi peluang dan tantangannya.
Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan bahan hukum primer berupa PERMA No.1
tahun 2019 tentang Adminstrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik selanjutnya untuk bahan hukum
sekunder berupa artikel ilmiah terkait Blockchain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan
Blockchain dapat meminimalkan peran perantara dalam pengelolaan data sehingga meningkatkan
transparansi dan keamanan data. Selain itu, penerapan Blockchain memiliki peluang besar untuk
diterapkan dalam sistem peradilan karena dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan konektivitas digital
dalam proses peradilan namun untuk tantangan yang dihadapi adalah belum adanya regulasi dan petunjuk
teknis yang secara jelas mengatur penggunaan Blockchain.

Kata Kunci: Blockchain, Pembuktian Perceraian, Pengadilan Agama

ABSTRACT
Society 5.0 presents great opportunities in facing various challenges, including in the justice system, one of
which is in proving divorce, which is carried out electronically in the religious courts. Blockchain is part of
technology 5.0, which offers high transparency and security in managing data, including proof of divorce
such as marriage certificates, proof of living, and others. This research aims to analyze the use of
blockchain to increase transparency and data security in proving divorce in religious courts and identify
opportunities and challenges. The method used is normative research with primary legal materials in the
form of PERMA No. 1 of 2019 concerning Electronic Case and Trial Administration and further secondary
legal material in the form of scientific articles related to blockchain. The research results show that the use
of blockchain can minimize the role of intermediaries in data management, thereby increasing data
transparency and security. Apart from that, the application of blockchain has a great opportunity to be
implemented in the justice system because it can increase efficiency, security, and digital connectivity in
the judicial process; however, the challenge faced is that there are no regulations and technical instructions
that clearly regulate the use of blockchain.
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PENDAHULUAN
Saat ini merupakan transisi dari era revolusi industri 4.0 ke era society 5.0 dimana

terjadi perubahan fundamental dalam cara berinteraksi manusia dengan teknologi,

lingkungan maupun dengan sesamanya. Salah satu ciri dari era ini adalah pekerjaan dan

aktivitas manusia akan berfokus pada human centered yang berbasis teknologi Era

https://joecy.org/index.php/joecy
mailto:journaljoecy@gmail.com
https://issn.lipi.go.id/terbit/detail/20211008560887211
mailto:muhammadsyafiq.shi.mh@gmail.com
mailto:snrsyf17@gmail.com
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0


9663 | Journal of Innovative and Creativity , 5(2) 2025

society 5.0 mencerminkan perubahan yang siginifkan dalam kehidupan dan cara kerja

manusia, dimana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menghubungkan

antara dunia fisik dan dunia maya yang menciptakan fase baru dalam kemajuan

teknologi infomasi sehingga memungkinkan menggunakan ilmu pengetahuan yang

berbasis IoT (Internet of Things).

Salah satu bagian dari era society 5.0 adalah blokchain yang merupakan sebuah

teknologi yang bermula dari gagasan terkait data digital yang dapat dengan aman

disimpan dan dikirimkan tanpa risiko peretasan ataupun manipulasi karena sifatnya yang

desentralistik. Pertukaran data atau transaksi divalidasi oleh sistem sebelum disimpan

secara permanan dalam buku catatan/ledger yang berbentuk rantai blok data yang saling

terkait dan penyimpananya tersebar (desentralisasi) sehingga ketika akan mengubah

sebuah data maka data pada rantai-rantai lain juga harus diubah, setiap pengguna dapat

melakukan pengecekan terhadap keabsahan sebuah data kapapun dan hal ini

menjadikan data pada blockchain nyaris mustahil untuk dipalsukan dan diutak-atik.

Beberapa contoh penerapan teknologi blockchain seperti pada mata uang kripto

(crypocurrency), kemudian dapat diterapkan dalam keuangan syariah seperti

pengaplikasian smart contact dalam perbankan syarih dan penerapan blockchain dalam

ritel sukuk. Selain itu, blockchain juga dapat diterapkan dalam sektor Pengadilan Agama,

seperti pada pembuktian penceraian persidangan secara elektronik yang merupakan

bagian dari e-court yaitu sebuah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran

perkara secara online (e-filing), pembayaran panjar biaya perkara secara online (e-

payment), pemanggilan pihak secara elektronik (e-summons) dan persidangan secara

elektronik (e-litigation).

Berdasarkan PERMA No.1 tahun 2019 tentang Adminstrasi Perkara dan

Persidangan secara Elektronik pada pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa persidangan secara

elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan

yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian

pada pasal 4 persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses

persidangan dengan acara penyampaian gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/

perlawanan/ intervensi berserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian,

kesimpulan dan pengucapan putusan/penetapan.

Perkara yang dapat disidangkan melalui sistem elektronik di Pengadilan Agama

adalah seluruh perkara perdata, salah satunya yaitu perkara perceraian. Dalam setiap

persidangan tidak lepas dari proses pembuktian, para pihak yang berperkara secara

elektronik wajib mengunggah bukti-bukti surat bermaterai ke dalam sistem informasi

pengadilan. Pada perkara perceraian alat bukti yang biasanya digunakan berupa ktp,

buku nikah, akta kelahiran dan lain sebagainya, yang sebagian besar dari alat bukti

tersebut mengandung data pribadi para pihak. Data pribadi menjadi sesuatu yang harus
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dijaga dan dilindungi sebab jika terjadi kebocoran data pribadi maka akan banyak

kerugian yang ditimbulkan. Salah satu dampak dari kebocoran data pribadi yaitu

munculnya rasa tidak aman dan tidak nyaman bagi para pihak, diluar itu kemungkinan

akan terjadinya penipuan dan pemerasan secara online yang sangat merugikan.

Masalah kebocoran data pribadi ini tidak bisa dianggap sepele karena kasus ini

telah terjadi di berbagai sektor seperti pada lembaga negara seperti KPU pada pemilu

2024, bank seperti kasus kebocoran data yang terjadi di bank Indonesia pada tahun 2022,

tidak terlepas juga pada maskapai penerbangan seperti Lion Air Grup di tahun 2019.

Meskipun begitu, hingga saat ini pada bidang peradilan masih belum ditemukan adanya

kasus kebocoran data pribadi. Namun, dengan semakin berkembangnya teknologi dan

informasi maka tidak dapat dipungkiri akan terbukanya celah-celah yang memungkinkan

kebocoran data pribadi pada bidang peradilan, oleh karean itu dibutuhkan perlindungan

yang lebih ketat terhadap pengelolaan data pribadi di bidang peradilan terutama pada

penerapan e-court sebagai bentuk pelayanan online yang diberikan oleh pengadilan

kepada masyarakat.

Salah satu solusi yang ditawarkan untuk melindungi data pribadi para pihak

ketika berperkara secara online di pengadilan adalah dengan penerapan blockchain

dalam proses pemberian layanan, khususnya ketika pembuktian perceraian pada

persidangan elektronik (e-litigasi) karena terdapat proses pembuktian dimana dibutuhkan

bukti-bukti yang sebagian besar berisi data pribadi para pihak. Blockchain dapat menjadi

salah satu alternatif untuk menjaga transparansi dan keamanan data pribadi para pihak.

Penelitian ini akan berfokus pada analisis penggunaan blockchain untuk

meningkatkan transparansi dan keamaan data pada pembuktian perceraian di Pengadilan

Agama serta mengidentifikasi peluang dan tantangan penggunaan blockchain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang

menjadi fokus kajian yaitu bahan hukum primer berupa Peraturan Mahkamaha Agung

(PERMA) No.1 tahun 2019 tentang Adminstrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik

ditambah dengan bahan hukum sekunder lainnya seperti artikel ilmiah dan buku yang

terkait dengan pembahasan. Teknis analisis data hukum yang digunakan adalah analisis

deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Penerapan Blockchain dalam Pembuktian Perceraian di Pengadilan Agama

Perkembangan teknologi menuntut segala aspek dalam kehidupan turut

mengikutinya, termasuk bidang peradilan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pelayanan

secara online kepada masyarakat yang berperkara di Pengadilan, kemudian disebut
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dengan istilah e-Court. Ada beberapa bagian dalam e-Court seperti e-Filing (pendaftaran

perkara), e-Payment (pembayaran panjar biaya), e-Summons (pemanggilan) dan e-Litigasi

(persidangan). Dasar hukum e-Court tercantum dalam PERMA No.3 tahun 2018 tentang

Adminstrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.

Persidangan elektronik yang merupakan bagian dari e-Court memiliki dasar

hukum sendiri yaitu PERMA No.1 tahun 2019 tentang Adminstrasi Perkara dan

Persidangan secara Elektronik. Pada Pasal 1 ayat 7 disebutkan persidangan secara

elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan

yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Salah satu bentuk dari adanya dukungan teknologi informasi dan komunikasi

dalam e-Court yaitu dengan penerapan blockchain pada sistem e-Court di Pengadilan

Agama. Blockchain merupakan teknologi berbasis jaringan terdistribusi dan menyediakan

kerangka yang kuat untuk meningkatkan transparansi dan keamanan data dalam proses

peradilan secara elektronik khususnya pada persidangan yang didalamya ada tahapan

pembuktian.

Pasal 7 PERMA No.1 tahun 2019 tentang Adminstrasi Perkara dan Persidangan

secara Elektronik, menyebutkan bahwa persidangan secara elektronik dalam peraturan

ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian

gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi berserta perubahannya,

jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/penetapan.

Semua perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dapat disidangkan

secara elektronik, salah satunya adalah perkara perceraian. Setiap perkara yang

disidangkan tidak bisa lepas dari proses pembuktian karena merupakan tahapan yang

sangat krusial. Pada perkara perceraian, alat bukti yang biasanya digunakan oleh para

pihak dalam proses pembuktian seperti buku nikah, akta kelahiran, dan dokumen resmi

lainnya, yang didalamnya terdapat data pribadi para pihak sehingga perlu dijaga

integritas dan keasliannya.

Upaya untuk menjaga data pribadi para pihak ini salah satunya terkait dengan

pengelolaan alat bukti yang aman dan terpercaya. Salah satu alternatif yang ditawarkan

adalah dengan penerapan Blockchain. Cara kerja blockchain yaitu dengan menyimpan

setiap data dalam blok yang saling terkait, dan setiap perubahan pada data ini

memerlukan konsensus dari seluruh jaringan, mencegah modifikasi atau manipulasi oleh

pihak-pihak yang tidak berwenang sehingga dapat memberikan jaminan terhadap

keaslian dokumen. Lebih jauh teknologi ini juga memungkinkan pihak terlibat, seperti

hakim dan pengacara, mengakses dokumen secara real-time dengan transparansi tinggi.

Blockchain memiliki potensi besar dalam mengamankan berbagai jenis bukti yang

diperlukan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Dengan menyimpan alat

bukti di dalam blockchain, maka alat bukti cenderung menjadi lebih aman, karena data
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yang tersimpan di jaringan blockchain tidak mudah diubah atau dimanipulasi. Salah satu

alat bukti yang digunakan dalam perkara perceraian adalah akta nikah, jika bukti ini

disimpan dalam jaringan blockchain maka dapat diverifikasi secara instan oleh semua

pihak yang memiliki otoritas, tanpa melibatkan pihak lain. Selain itu alat bukti ini

terlindungi dari risiko pemalsuan atau manipulasi. Ini menjadi sangat penting karena akta

nikah sering kali menjadi alat bukti yang esensial dalam perkara perceraian sehingga

keasliannya perlu dijaga.

Selain itu, dokumen resmi perceraian seperti putusan pengadilan atau surat cerai

juga dapat diamankan di blockchain. Menyimpan dokumen-dokumen ini di blokchain

merupakan sebuah langkah yang tepat sebab sistem jaringan yang digunakan adalah

jaringan terdesentralisasi yang dapat mencegah risiko pemalsuan atau modifikasi yang

tidak sah di kemudian hari. Dokumen perceraian yang tersimpan di blockchain akan

tetap aman dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang sehingga memberikan jaminan

integritas bagi pihak yang bersangkutan dan mendukung prinsip keadilan dalam proses

peradilan.

Sederhananya penggunaan teknologi blockchain dalam proses pembuktian

perkara perceraian adalah dengan mengunci data di dalam jaringan yang tidak dapat

diubah tanpa konsensus dari seluruh peserta jaringan, sehingga dokumen-dokumen ini

tetap terjaga keasliannya, tanpa risiko modifikasi.

1. Transparansi dalam Pengelolaan Alat Bukti Perkara Perceraian

Cara kerja Blockchain yaitu dengan menyimpan data dalam blok-blok yang

terhubung secara berurutan, di mana setiap blok mencatat data transaksi dan perubahan

secara permanen. Setiap perubahan pada data di blockchain membutuhkan konsensus

dari jaringan, sehingga menjadikannya hampir mustahil untuk diubah tanpa persetujuan

dari semua pihak dalam jaringan tersebut. Adanya karaktersitik ini memungkinkan

blockchain untuk mampu menjaga integritas dan keandalan data, terutama dalam

pengelolaan data hukum yang membutuhkan keamanan tinggi.

Transparansi merupakan salah satu keunggulan utama blockchain yang sangat

berguna dalam pengelolaan alat bukti pada perkara perceraian. Semua pihak yang

memiliki otorisasi dapat mengakses dan meninjau bukti secara langsung, tanpa

memerlukan perantara atau otoritas pusat. Dalam konteks peradilan, akses langsung ini

memberikan visibilitas yang tinggi terhadap bukti yang digunakan dalam perkara

perceraian, memastikan bahwa bukti tersebut tetap asli dan tidak dimanipulasi selama

proses hukum, dengan ini penerapan blockchain dalam Pengadilan Agama juga

mendukung asas keadilan dengan memastikan bahwa semua pihak yang berwenang,

termasuk hakim dan pengacara, memiliki akses yang sama terhadap bukti.

Selanjutnya, blockchain memungkinkan akses data real-time bagi pihak-pihak

yang terlibat tanpa memerlukan perantara untuk verifikasi sehingga menghilangkan
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hambatan waktu yang sering terjadi dalam pengelolaan bukti konvensional. Penggunaan

teknologi ini berpotensi untuk mempercepat proses peradilan. Akses data real-time ini

juga dapat memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki visibilitas yang sama.

Hal ini membuktikan adanya transparansi pada penerapan blockchain. Transparansi dan

aksesibilitas yang tinggi pada blockchain menjadikan teknologi ini selaras dengan prinsip

keadilan yang dipegang dalam hukum Islam, yang menekankan pada proses yang adil

dan terbuka untuk semua pihak.

2. Keamanan Data dalam Pengelolaan Alat Bukti Perkara Perceraian

Keamanan data dalam proses pembuktiaan pada persidangan perkara perceraian

menjadi sesuatu yang sangat krusial karena melibatkan dokumen-dokumen penting yang

perlu dilindungi dari akses tidak sah dan manipulasi. Blockchain menawarkan solusi

keamanan yang kuat melalui kombinasi enkripsi dan desentralisasi, sehingga hanya

pihak berwenang yang dapat mengakses data ini. Enkripsi merupakan salah satu

mekanisme utama dalam blockchain yang mendukung keamanan data secara

maksimal.Setiap data yang tersimpan di blockchain dilindungi dengan algoritma enkripsi

yang kompleks, sehingga hanya pihak dengan otorisasi yang dapat mengaksesnya.

Melalui enkripsi ini, risiko kebocoran data dapat diminimalkan dan informasi yang

bersifat pribadi tetap terlindungi dengan baik. Selain enkripsi, desentralisasi juga menjadi

aspek penting yang membuat blockchain lebih aman dibandingkan sistem tradisional.

Data tidak terpusat pada satu server saja, melainkan tersebar di berbagai titik dalam

jaringan. Penyimpanan yang tersebar ini membuat data sulit untuk dipalsukan atau

dirusak, karena untuk memodifikasi informasi, pelaku harus memiliki akses ke sebagian

besar titik jaringan.

Kombinasi enkripsi dan desentralisasi pada blockchain dapat menjaga keaslian

data pada proses pembuktian perkara perceraian, sehingga data yang tersimpan tetap

terjaga tanpa ada risiko perubahan atau manipulasi yang tidak diinginkan. Mekanisme ini

mendukung asas keadilan dan transparansi dalam hukum Islam, yang mengedepankan

keaslian dan kejujuran dalam proses peradilan, khususnya dalam konteks Pengadilan

Agama.

Peluang dan Tantangan Penggunaan Blockchain dalam Pengelolaan Alat Bukti Perkara

Perceraian

1. Peluang

Penerapan blockchain dalam sistem peradilan memberikan efisiensi yang

signifikan, terutama dalam proses verifikasi bukti, seperti verifikasi dapat

dilakukan secara cepat dan otomatis, yang mengurangi beban administrasi dan

mempercepat penyelesaian kasus. Teknologi ini mengurangi waktu yang
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dibutuhkan dalam menangani bukti di Pengadilan Agama, sehingga dapat

membantu mengurangi tumpukan perkara dan mempersingkat waktu penanganan

kasus perceraian.

Selain efisiensi, blockchain juga memastikan keaslian bukti yang tersimpan,

karena setiap bukti yang disimpan di blockchain tidak dapat diubah atau

dimanipulasi sehingga setiap pihak yang terlibat dapat yakin bahwa data yang

diajukan adalah sah dan dapat dipercaya. Hal ini mendukung asas keadilan di

mana setiap pihak memiliki hak yang sama untuk mengakses bukti yang akan

digunakan dalam proses peradilan.

Blockchain juga meningkatkan transparansi dalam proses peradilan dengan

memberikan akses terbuka kepada setiap pihak untuk memantau bukti yang

disimpan. Tidak adanya ketergantungan pada satu otoritas sentral untuk verifikasi

data membuat proses menjadi lebih transparan dan dapat diakses oleh semua

pihak terkait. Rekam jejak digital yang ada di blockchain memungkinkan setiap

pihak untuk melihat sejarah dari setiap bukti yang diajukan, mendukung

keterbukaan dalam proses peradilan dan memastikan bahwa setiap langkah yang

diambil dalam proses perceraian dapat dipertanggungjawabkan.

2. Tantangan

Meskipun blockchain menawarkan berbagai peluang bagi peningkatan

efisiensi di Pengadilan Agama, penerapannya masih menghadapi beberapa

tantangan secara teknis. Salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur digital

yang diperlukan untuk mendukung teknologi ini. Blockchain membutuhkan

jaringan internet yang stabil dan perangkat keras yang memadai, yang dapat

menjadi hambatan khususnya di daerah-daerah terpencil. Dukungan dari

pemerintah dalam bentuk peningkatan infrastruktur teknologi di lembaga

peradilan sangat dibutuhkan agar blockchain dapat diterapkan secara optimal di

seluruh wilayah.

Selain tantangan teknis, kesiapan regulasi dan kerangka hukum juga

menjadi isu penting dalam implementasi blockchain di Pengadilan Agama. Di

Indonesia, regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor

27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah memberikan

dasar untuk perlindungan data digital namun belum mencakup secara spesifik

penggunaan blockchain dalam pengelolaan alat bukti di pengadilan. Regulasi

tambahan diperlukan untuk memastikan bahwa bukti digital yang tersimpan di

blockchain diakui secara sah dalam proses peradilan, sehingga hasilnya dapat

memberikan dampak hukum yang diakui.
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Tantangan lain dalam penerapan blockchain adalah rendahnya tingkat

pemahaman aparat peradilan dan masyarakat terhadap teknologi ini. Sebagai

teknologi baru, blockchain membutuhkan edukasi khusus agar para aparat hukum

dan pihak yang terlibat memahami cara kerja serta manfaatnya dalam konteks

hukum. Pelatihan bagi aparat Pengadilan Agama sangat penting agar penerapan

blockchain dapat berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan,

sehingga dapat mendukung proses peradilan yang cepat dan transparan.

Dalam penerapannya di Pengadilan Agama, blockchain perlu disesuaikan

dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama prinsip keadilan. Prinsip keadilan

dalam syariah mengutamakan hak yang setara bagi semua pihak, terutama jika

kaitannya dengan alat bukti maka seluruh pihak terkait seharunya dapat

mengakses dan memverifikasi bukti. Teknologi blockchain, dengan struktur

terdesentralisasi dan transparan, mendukung prinsip ini dengan menyediakan

akses yang sama kepada semua pihak terhadap data yang diperlukan untuk

proses pembuktian pada perkara perceraian. Dengan cara ini, blockchain

memastikan tidak ada pihak yang dirugikan karena keterbatasan akses informasi

atau bukti.

Keaslian dan validitas bukti menjadi komponen penting dalam hukum

Islam, dan blockchain membantu memastikan keabsahan bukti ini melalui

mekanisme audit yang tidak dapat diubah. Setiap bukti yang tersimpan dalam

blockchain terjaga keasliannya, karena data yang telah dicatat tidak dapat

dimodifikasi atau dihapus tanpa konsensus jaringan. Hal ini mendukung prinsip

keadilan dalam proses perceraian di Pengadilan Agama, di mana bukti yang sah

dan terjamin integritasnya menjadi dasar penting untuk mencapai putusan yang

adil dan transparan.

Kesimpulan:

PERMA No.1 tahun 2019 tentang Adminstrasi Perkara dan Persidangan secara

Elektronik. merupakan dasar hukum persidangan secara elektronik. Persidangan secara

elektronik dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, salah

satunya adalah dengan penerapan blockchain, khususnya pada pengelolaan alat bukti

perkara perceraian. Teknologi blockchain memungkinkan transparansi yang tinggi

dalam pengeloaan alat bukti data disimpan dalam blok-blok yang terhubung secara

berurutan, di mana setiap blok mencatat data transaksi dan perubahan secara permanen.

Selain itu, jaminan dalam keamaan data dengan sistem kombinasi enkripsi dan

desentralisasi pada jaringan blockchain.

Terkait dengan peluang penggunaan Blockchain dalam pengelolaan alat bukti

perkara perceraian diantaranya adalah menjadikan sistem peradilan yang efisiens,
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terutama dalam proses verifikasi bukti, memastikan keaslian alat bukti yang tersimpan,

serta lebih transparan. Untuk tantangan seperti keterbatasan infrastruktur digital, kesiapan

regulasi dan kerangka hukum, dan edukasi terhadap aparatur peradilan.

Saran:

Penulis merekomendasikan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat

peradilan serta masyarakat mengenai teknologi blockchain, selain itu dibukanya

rekrutmen CPNS 2024 di Mahkamah Agung, khususnya untuk posisi Dokumentalis

Hukum dan Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi, memberikan peluang besar

bagi penerapan blockchain dalam pembuktian perceraian. Posisi ini memungkinkan

Mahkamah Agung untuk membangun sistem yang lebih aman dan transparan dalam

pengelolaan bukti perceraian.

Dengan kehadiran Dokumentalis Hukum, pengelolaan data hukum akan lebih

terstruktur dan terdokumentasi secara baik, memastikan bahwa setiap bukti tersimpan

dengan standar yang jelas. Sementara itu, Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi

dapat memastikan bahwa teknologi blockchain diimplementasikan secara optimal,

memberikan keamanan dan aksesibilitas real-time bagi pihak berwenang. Dengan

integrasi blockchain ini, Mahkamah Agung dapat menghadirkan sistem pembuktian

perceraian yang lebih efisien dan terpercaya, memperkuat asas keadilan dalam hukum

Islam dan hukum positif di Indonesia._
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